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ARBSTRAK

Diengan maraknya ditemui pembajakan hak cipta akhir-akhir ini. khuswsnys
pembajakan hak cipta dalam cakram optik. baik berupa lagu. film. ceramah agama
dan sebagainya memberikan kerugian bagi pemegang hak cipta dan negara. berupa
berkurangnya pendapatim negara dari sektor pajok serta akan menghambat kreatifitas
mencipia dari pars pencipta.  Selain itu pembajakon hak cipta akan memperburuk
citra bangsa kita di duenia internasional sebagai negara pembajak. Oleh karena it
perlu adanva sustu perangkat hukum vang memadai guna perlindungan hukum
terhadap hak cipta. Berdasarkan vraian diatas ditemukan permasalaban vang menarik
untuk  dibahas dan dikaji vaitu bagaimana bentuk-bentuk perlindungan  hukem
terhadap pembajukan hak cipta dalam cakram optik. bagaimana  pengaturan
penegakan hukum pidana terhadap pembajakan hak cipta dalam cakram optik. Untuk
mempereleh data dipunakan metode penelitian dengan melode pendekatan yuridis
normatif, Bata vang digzunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sckunder
dengan teknik pengumpelan data berupa inventarizasi terhadap baban-bahan hukum.
pencatatan dan atsu pembuatan daflar ikhtisae vang berisikan beberapa pengertian
dan pendapal para ahli dan memforokopi dokumen-dokumen  hukem  lainnya,
selanjutnya data tersebut diclah dan dianalisis dengan merode analisis kualitatil. Dari
penelitian vang dilakuken dapat ditarik Kesimpulan, bahwa perlindungan hukum
terhadap hak cipta dapat dilihat secara internasioanal melaloi konvensi-konvensi dan
perjanjian-perjanjian  internasional  dibidong hak cipta. vang  sebagian sudah
diratifikasi oleh Indencsia. Sedanghan perlindungan secara nasional dapat dilihat
dengan adanya peraturan perundang-undangan dibidang hak cipra. salah satunyva
adalah Undang-Undang Nomor [9 Tabun 2002 emang Hak Cipta. Perlindungan
hukum pidana terhadap hak cipla dapal didasarkan kepada Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2002 ini, vaite dalam Pasal 72 tentang ketentuan pidana hak cipla. Untok
menjamin terlaksananya penepakan dan perlimdungan hukum lerhadap hak cipia oleh
para penegak hukum, maka pengaturan penegakan hukum terhadap hak cipta dapat
ditemui dalam beberapa persturan perundang-undangan, seperli Keputusan Menter
kehakiman Republik  Indonesia Nomor M.O4PW.OT.03. Tahun 1988 Tentang
Penvidik Hak Cipta. Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomaor
MAO-PW 0703 Tabun 1990 Tentang Kewepanpgan Menvidik Tindak Pidana Hak
Cipta dan peraturan perundang-undangan lainnya,



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era digital sckarang ini. bersamaan  dengan kemajuan  ilmu
pengetahuan dan teknologi. jenis kejahatan pun makin beragam bentuknya. Salah
satu tindak pidana ataw kejahatan yang marak dijumpai sekarang ini adalah tindak
pidana terbadap Hak Atas Kekavaan Intelektual (HAKIY.

SQecara resmi sebutan  istilah  Intellectual  Property Rights  (IPR)
diterjemahkan dengan Hak Milik Intelektual atau Hak Atas Kekayaon Intelektual.
dan di HBelands istilab lersebut dikenal dengan Imelectuele Eigendomsrecht.
GBHN 1993 dan GBHN 1998 meneemahkan Intellectual Property Rights
terscbut dengan Hak Milik Intelekival. Namun Undang-Undang Nomor 23 Tabun
2000 tentang Program Pembangunan Nasional 2000-2004  yang merupakan
penjabaran dari GBHN 1999-2000 mencrjemahkan Inteliectual Property Rights
ind dengan Tak Aras Kekayaan Intelektual (HAKTD. Tstilah Intellectual Property
[tights berasal dari kepustakaan sistem Anglo Saxon. Dan dalam penulisan ini
vange dipakai adalah Hak Atas Kekavaan Imtelekiual (HAKI).

“Perlindungan THAK]D secara Internasional dimulal depgan disetujuinya
Paris Convention pada tahun 1883 di Brossels. vang mengalami beberupa
perubaban terakhir di Stockholm tahun 1979, Paris Convenlion ini mengatar
mengenal  perlindungan  hak milik  perindusirian yang  meliputi inventions.

wademarks. service marks, industrial design. utility models (small patent). trades



names {designations under which and industrial or commercial activity 15 carmed

on). geographical indication {indication ol source and appellations of origing dan

repression of unfair competition. Adapun (ujusn pembentukan Paris Convention

ini adalab suato uniform untuk melindung: bak-hak para penema atas karya-karya
ok s 1 i i L

dibicdang milik perindustrian™.

Perlindungan terhadap hak kekavan imtelektual bukan saja banva terhadap
hak dibidanz milik perindustrion saga, tetapn meneakep hak kekovaan intelekiual
lain seperti perlindungan terhadap karva-karva dibidang ilmu pengetahuan, seni.
musik dan lainnva dari kekayaan intelektual. Paris Convention ditkuti oleb Berne
Convention yang mengatur perlindungan hak terhadap kekavaan intelektual sclain
vang terdapat didalam Pans Convention,

“Selang  beberaps Wwhun Kemuwban, pada 1886 disahkan pula Bemne
Convention, vang mengatur perlindungan terhadap karva-karva dibidang
ilmu penpetabuan, sem dan kesusasteraan vang melipull semus ciplaan-
ciptaan dibidang sastra (lilerary works), musics {musteal works) drama tarn
{eoreopraphn works). artistik (artistic works), fotografi {photographi works).
Audiovisual (audioviswal works), program komputer (computer program),
rekaman suara (sound recording). karva siaran (broadeasts), dan perwajahan
tipograhl penerbitan | ypographical armranpements of publication). Adapun
tujuan  Berne Convention adalah eniok melindungi secara efekuf dan
seserapam mungkin hak-hak I_‘Ljﬂu para pencipia ains karva-karvanva dalam
bidang kesusasteraan dan sem™,

Mengingat Paris Convention maupun Berne Convention hanva merupakan
aluran umum yang berfungsi sebagai pavueng bagi HAKT diseluruh dunia, sebagas
tindak lanjutnya lahirlah berbagai perjanjian internasional dibidang HAKIL Semua

nepara di dunia mempunyval hak vang sama uniuk kot serta konvensi i

walaupun  bukan  negarm peserta ash. vakni dengan meratiBkasi dan
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menyverahkannya kepada Dirckoor Jenderal WP (World Tmellectieal Property
Organization). Semus peranjian internasional dibidang HAKTE dikelola dibawahb
administrasi WIPC vang berpusat di Jenewa, Swiss.

Indonesia telah meratifikasi beberapa perjunjian inlernasionul  dibicang
1AK] pada tabun 1997, yaitu dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor
15 Tabun 1997 tentang perubaban Keputusan Presiden Nomaore 24 Tahuon 1997
tentany pengesahan Paris Convention For The Protection OF Industrial Property
And Convention Estabilishing The World Intellectual Property Organization,
Feputusan Presiden Nomor 18 Tabhun 1997 tentang pengesahan Berne Convenlion
For The Protection Or Literary And Artstic Works,

Salah satu bagian dar HAKIL itu adalah Hak Cipta, vang mana di Indonesia
pengaturannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tabun 1987 dan Undang-Undang Nomor 12
Pahun 1997 vang merupakan pengganti dan Auterswet 1912 scbagaimana termuat
dalam Sth. 1912 No, 600, LUndanp-Undang  tersebut  juga mengadakan
penambahan dan penvesuman dengan persetujuan TRIPS sebapm bagian dan
WTO, Kemudian Undang-Lindang Nomor & Tahun 1982 ini secara total diganti
dengan Undang-Undang Nomeor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Daalam hal i yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah hak ekslusif bagi
pencipta ataw penerima hak unluk mengumuomkan atau memperbanvak ciptaannys
atan memberikan izin untuk fue dengan telak menpurang pembatasan-pembatasan
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 avat {1} Undang-

Undang Nomoer 19 Tabun 2002 tentang Hak Cipia).



BAR IV

PENUTLUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis membahas permasalahan scsuai dengan ruang lingkup
skripsi pada  hab-bab ferdabulu, maka  penulis mencoba membuat - suaie
kesimpulan dari permasalahan yang ada dalam skripsi ing.

1. Secara umum Hak Cipta digtur baik dalam rezim Hukum Internasional
maupun rezim Hukum Nasienal. Dalam Hukum Nasional perlindungan
hukum pidana terhadap hak cipa diatur dalam Pasal 72 Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Ketentuan tersebut
sudah memberikan  perlindungan hukum  yaong maksimal techadap
pelanpparan-pelanggaran hak  cipla,  Undang-Undang  imi - juga
memberikam pembaharuan tethadap sifar delik bak cipla yang pada
mulanya adalah delik aduan menjads delik biasa, Ancaman pidana yang
diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 19 tabun 2002 Pasal 72 avat
(1} vaitu ancaman pidana maksimum 7 tahun dan atau denda paling
banvak Rpd 000.000.006.00.- (5 milvar rupiah) serta ancaman pudana
penjara mimimum 1 isatul bulan dan stau denda paling seclikit
Rpl OO 00 (1 juta rupiah).

2, Dalam penegakan hukum terhadap hak cipta, Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2002 mengenal adanva penvidik pegawai negeri sipil tertentu

dilingkungan departemen Hakl dan penvidik kepolisiim - negara



Republik Indonesia. Dalam penegakan hukum hak cipla pejabat bea
cukai jugs berperan terhadap adanya kegiatan ekpor dan impos barang

vang diduga merupakan pelanggaran hak atas kekavaan intelaktoal,

B. Saran

Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang memadai untuk

perlindungan hukum hak cipia baik secara intermasional  maupun nasional,

dikarapkan para penegak hukum lebib tepas dalam upava pencgakan hukum hak
cipta. karema mempunyai dasar yang kuat dalam menjatubkan pidana terhadap
pelanggaran hak cipta.

1. Densgan adanya peraturan perundang-undanpan vang memadai untuk
perlindungan  hukum hak cipta baik secara internasional berupa
konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjaian internasinal dan sceara
nasional  dengan  persturan  perundang-undangan,  sepertt Lnclang-
Undang Nomaor 19 Tahun 2002, diharapkan para penegak hukum lebib
tegas dalam wpaya penepakan hukum hak cipta. karena mempunyad
dasar vang kuat dalam menjatuhkan pidana terhadap pelanggaran hak
cipta.

2. Dengan adanya pengatursn penepskan hukum. seperti Kepulusan
Menteri  Kehakiman Republik  Indonesia Nomor: MO PW.0T7.03.
Tabun 1988 Temang Penvidik Hak Cipta, Sorat Edaran Menten
Kehakiman RI Mo, MOT-PW.07.03 Tahun 1990 Tentang Kewenangan
Menyidik Tindok Pidana Hak Cipra, maka tugas penegak hukum lebih

jelas arabova, Oleh karens fe penegak hukum  diharapkon dapat
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melaksanakan tugas dan wewenangnyva dalam penegakan hukum hak

cipta denpan batk.
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